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ABSTRAK

Penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk mengakses layanan
dalam berbagai bidang kehidupan termasuk kegiatan beribadah. Hal ini cukup
bertolak belakang dengan budaya masyarakat Indonesia yang menempatkan isu
beribadah sebagai isu yang penting, juga sistem pemerintahan yang menempatkan
ibadah sebagai ranah publik bukan ranah privat. Di sisi lain pemerintah sudah
mengesahkan UU no 8 Tahun 2016 yang juga mengakomodir kebutuhan khusus
penyandang disabilitas dalam beribadah sebagai upaya pemenuhan hak
beribadahnya. Dalam konteks daerah, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah
melakukan perubahan Perda no 11 tahun 2015 yang belum mengakomodir
pemenuhan hak beribadah menjadi Perda no 3 tahun 2021 yang telah disesuaikan
dengan UU no 8 tahun 2016 sehingga telah mengatur pemenuhan hak keagamaan
bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggali dan menelaah ketiaadaan
implementasi perda oleh pemerintah kabupaten Bantul. Tesis ini beragumen
bahwa di masyarakat Indonesia yang sangat religius, hak-hak beragama kelompok
penyandang disabilitas cenderung diabaikan, ihwal ini tidak terkait tiadanya
kebijakan yang memfasilitasi hak mereka, namun terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi. Temuan dari penelitian ini faktor yang mempengaruhi antara lain;
1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki Kebijakan terkait pemenuhan hak
beribadah bagi penyandang Disabilitas dalam bentuk Peraturan Daerah no 3 tahun
2021 namun belum berdampak terhadap pemenuhan beribadah dikarenakan belum
ada implementasi teknisnya di tingkatan masyarakat. 2. Faktor kelambatan ini
dipengaruhi faktor pemerintah belum menempatkan pemenuhan beribadah bagi
penyandang disabilitas sebagai isu prioritas dalam pemerintahan dikarenakan
tidak ada proses agensi atau dorongan dari masyarakat atau kelompok difabel
sendiri ataupun dinas terkait, selain itu isu pemenuhan hak beribadah tidak cukup
populer di kalangan pemangku kepentingan, artinya perspektif agensi dalam
konteks pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas belum berjalan; 3.
Kelompok Disabilitas sudah melakukan advokasi namun belum menyuarakan isu
hak beribadah secara masif dalam kegiatan advokasi seperti hak yang lain semisal
kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga layanan publik lainnya dikarenakan
dianggap tidak berdampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari; 4. Tokoh
agama sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah belum terlibat
dalam proses negosiasi dengan berbagai pihak, dan menganggap penyandang
disabilitas mendapatkan keringanan dalam kegiatan beribadah karena
hambatannya, selain itu isu pemenuhan hak beribadah belum menjadi pembahasan
dalam forum tokoh agama seperti FKUB dan juga organisasi keagamaan yang
ada.

Kata kunci: Hak Beribadah, Agensi, Advokasi, Negosiasi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini berawal dari kegelisahan penulis terkait dengan kondisi
penyandang disabilitas di Indonesia yang masih mengalami hambatan dalam
mengakses fasilitas publik termasuk fasilitas tempat ibadah. Hambatan dalam
mengakses layanan publik masih tetap terjadi meskipun Indonesia sudah
memiliki UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang membahas
pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Data penyandang
disabilitasi di negara ini mencapai angka 6.008.661 Jiwa, yang terkategori
menjadi lima yaitu daksa 616.387, intelektual 402.817, rungu 472855, wicara
164.686, dan Netra 1.780.204. Data tersebut memberikan gambaran
bahwasanya penyandang disabilitas di Indonesia sangatlah banyak. Angka di
atas tidak cukup memberikan pertimbangan bagi para pihak untuk memberikan
perhatian secara layak sehingga penyandang disabilitas masih mengalami
eksklusi sosial. Fenomena ini misalnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari
seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat, dianggap beban, kutukan,
tidak berdaya, lemah dan juga dipandang berbeda dengan orang lain.
Perlakuan tersebut masih terjadi di Indonesia, maka dari itu UU di atas

memang perlu adanya sebuah tinjauan supaya penyandang disabilitas di



Indonesia mendapatkan hak-haknya dan jauh dari perlakuan diskriminalitas di
lingkup sosial.’

“Tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas cenderung
memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam
pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati
hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan. Konsekuensinya, warga penyandang disabilitas cenderung
memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada warga nondisabilitas: tingkat
pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses
terhadap fasilitas umum yang lebih terbatas. Di samping itu, rumah tangga
dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok
kesejahteraan  rendah. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin
memarginalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan
bermakna dalam pembangunan.”

Jika pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik sudah banyak dilakukan,
fasilitas tempat ibadah tidak mengalami pembangunan aksesibilitas secepat
bangunan umum yang lain. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa
pemenuhan hak beribadah tidak mendapatkan porsi pengarusutamaan seperti
bidang kehidupan yang lain. Penyandang disabilitas belum banyak yang bisa

mengakses layanan beribadah yang ramah sesuai dengan ragam disabilitas.

" Nurul Saadah Andriani, Kebijakan Responsif Disabilitas : Pengarusutamaan
Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional”, (PALASTREN, Vol.9,
No.1, Juni 2016), 191.

* Hastuti, dkk, “Kendala dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang
Disabilitas”, (Kertas Kerja Semeru, The Semeru Research Institute, Jakarta, 2020), 1.
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Masih sangat sedikit masjid yang ramah terhadap penyandang disabilitas,
bahkan belum banyak data yang menyebutkan berapa masjid, gereja, vihara
atau tempat ibadah lain yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam
sebuah penelitian observasi aksesibilitas tempat beribadah yang dilakukan oleh
Arif Maftuhin, disimpulkan bahwa tempat ibadah masjid-masjid besar di
Yogyakarta belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Penelitian dan
observasi lapangan ini telah menunjukkan bahwa masjid-masjid besar,
penting, strategis, maupun historis yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta
belum memenuhi kriteria aksesibilitas. Ide ‘aksesibilitas ibadah’ tampaknya
masih jauh dari ketiganya. Bahkan ketika para penyandang disabilitas sudah
tampak kelihatan di masjid, seperti yang ditemukan di saat salat Jumat di
UGM, upaya untuk merespon kebutuhan mereka belum tampak.’

Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada
aspek-aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek lain, di antaranya; 1) terbatasnya
bahan bacaan keagamaan (Qur’an, hadits, figh, dst) untuk kaum disabilitas
untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan-bahan bacaan ini
terutama untuk tuna netra tentu membuat akses mereka untuk bisa memperoleh
pengetahuan agama secara mandiri menjadi sangat terbatas.” Sementara, dalam
kultur masyarakat Indonesia, kegiatan ibadah menjadi kepentingan umum dan

sangat wajar dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memiliki perhatian

* Arif Maftuhin, “Aksesibilitas Ibadah bagi Difable: Studi atas Empat Masjid di
Yogyakarta”,
https://www.researchgate.net/publikation/319646805 Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel Studi a
tas Empat Masjid di_Yogyakarta, Accessed January 2020

*LBM PBNU, Figih Penguatan Penyandang Disabilitas (Jakarta:LBM PBNU, 2018), 10.



dengan fenomena lambatnya pemenuhan hak beribadah bagi penyandang
disabilitas di tengah masyarakat Indonesia yang menganggap agama sebagai
bagian penting dari kehidupan seorang manusia. Pew Research centre bahkan
menemukan bahwa Indonesia merupakan negara paling religius di dunia
mengalahkan negara-negara timur tengah dengan hasil survey 98% responden
menganggap agama merupakan bagian penting dalam hidupnya. Masyarakat
religius yang gencar menyuarakan hak beribadah, ternyata tidak berlaku pada
konteks penyandang disabilitas.

Tesis ini mengkaji fenomena kontradiktif antara masyarakat religius
dengan kelambatan pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas.
Kepentingan beribadah bagi penyandnag disabilitas belum menjadi bahasan
serius dalam pengajian, majlis taklim sementara sudah ada kajian figih
disabilitas di tingkat nasional oleh PBNU yang juga hasil advokasi
penyandang disabilitas pada tokoh agama. Fenomena di ranah nasional ini
belum mengakar di tingkat daerah sehingga aksesibilitas tempat ibadah belum
menjadi prioritas para pihak yang berkaitan. Dalil-dalil terkait kesetaraan bagi
penyandang disabilitas juga belum banyak terdengar untuk mendorong
pembangunan aksesibilitas tempat ibadah di tingkat akar rumput. Misalnya
telaah QS. An-Nur Ayat 26: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula
bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu ,
makan (Bersama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-
bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di

rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki,



dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang
laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki
kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu
makan Bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki
rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang
berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi
Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-
ayatnya bagimu, agar kamu memahaminya.” Ayat tersebut merupakan sebuah
penegasan bahwasanya para penyandang disabilitas itu merupakan makhluk
Allah yang sama dengan yang lainnya. Dalam ayat di atas menjelaskan
bahwasanya kita tidak boleh menjauhi bahkan berbuat diskriminatif terhadap
penyandang disabilitas. Mereka juga makhluk Tuhan yang harus dihormati dan
diberi perlakuan yang layak.

Hikmah dalam Al-Qur’an dan ajaran Islam juga menjelaskan bahwasanya
semua manusia itu sama di mata Tuhannya, baik itu miskin, kaya, maupun fisk
seseorang, yang membedakan hanya tingkat ketagwaan kepada Allah. Maka
dengan pedoman tersebut tentunya penyandang disabilitas juga harus
diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan layanan fasilitas publik
termasuk di dalamnya fasilitas ibadah. Ketika terjadi diskriminasi, hal ini
merupakan sebuah perbuatan yang mengarah pada keburukan dan itu bukan

perilaku Islam yang mengajarkan pada akhlaqul karimah.’

*Mohammad Yazid Mubarok, Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan
Setelah Islam Datang, (Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan & Keislaman, Vol. No.6 30 Juni
2019), 124-125.



Ajaran Islam juga memberikan perlindungan kepada penyandang
disabilitas, mereka juga diberikan hak untuk menjalankan kewajiban syariat
selama akal mereka masih mampu. Pelaksanaan kewajiban tersebut juga
melihat kondisi mereka yang disesuaikan dengan kemampuan mereka tanpa
mengurangi afdhaliyahnya. Hal ini mengacu pada hadist yang menceritakan
Ketika ada seorang sahabat yang buta dan ingin menjalankan sholat
berjama’ah berkata kepada nabi, nabi pun menyuruh orang itu untuk ikut
sholat berjamaa’ah. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwasanya
penyandang disabilitas juga masih dibebankan kewajiban dalam beribadah
sesuai dengan kemampuan dan selama akal masih bisa bekerja dengan baik.
Hal inilah yang menjadi salah satu faktor ketertarikan penulis dalam mengkaji
lebih dalam pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas di tingkat
daerah, dalam hal ini wilayah Kabupaten Bantul.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mengatur pemenuhan hak
beribadah sudah tersedia, bahkan sudah sejak tahun 2016 ditandai dengan
disahkannya UU no 8 tahun 2016 yang memuat amanat bagi pemerintah
daerah untuk menyediakan aksesibilitas di tempat ibadah bagi penyandang
disabilitas, tepatnya pada pasal 80. Hak keagamaan penyandang disabilitas
secara tegas dicantumkan dalam bagian ke 10 UU No. 8 tahun 2016 Pasal 14.
Dalam bagian ini disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas juga berhak
mendapatkan layanan fasilitas dalam melaksanakan kegiatan beribadah.
Undang-undang ini merupakan konsekuensi Pemerintah Indonesia yang telah

meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak



Penyandang Disabilitas atau yang disebut dengan UNCRPD pada tahun 2011.
Setelah 5 tahun UU No. 8 tahun 2016 disahkan oleh pemerintah pusat perlu
ada tinjauan implementasi peraturan tersebut di tingkat Daerah sebagai
pelaksana teknis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai pihak
kehidupan. Peran pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis UU No. 8 tahun
2016 dijelaskan dalam setiap bagian pemenuhan hak di berbagai bidang
kehidupan termasuk dalam bidang keagamaan. Jika dihubungkan dengan
ajaran Islam, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas ini sudah selaras dan tidak bertentangan satu sama lain.
Inilah bentuk dari sebuah implementasi negara dalam melindungi, melayani,
dan memberikan hak dan kewajibannya kepada seluruh warganya tanpa ada
pengecualian.® Ini menjadi penting bagi pemerintah untuk segera meninjau
ulang atau bahkan mengimplementasikan Undang-undang No. 8 tahun 2016,
Supaya para penyandang disabilitas juga mendapatkan Hak dan Kewajibanya
sebagai warga negara.’

Di tingkat daerah, Kabupaten Bantul sudah memiliki Peraturan Daerah no
3 tahun 2021 pengganti Peraturan Daerah no 11 tahun 2015 yang juga memuat
amanat pemenuhan hak beribadah secara jelas di bagian kedua. Hal ini
tentunya bisa menjadi payung hukum yang cukup kuat bagi pemerintah untuk

mengimpelementasikan kebijakan dan mendorong pengelola tempat ibadah

®Ibid, Mohammad Yazid Mubarok, Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum
Dan Setelah Islam Datang, (Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan & Keislaman, Vol. No.6 30
Juni 2019). him.126-127.

" Imas Sholihah, Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang
Disabilitas, (Sosio Informa Vol.2, No.02, Mei-Agustus, Tahun 2016), 168-169.
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untuk membangun sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dari sisi
penyandang disabilitas, payung hukum ini cukup kuat menjadi dasar proses
agensi pada pemerintah, melalui ruang advokasi yang tersedia juga
memberikan peluang negosiasi pada pemuka agama. Dari fakta ini, penulis
berkesimpulan bahwa terjadi kelambatan proses pemenuhan hak beribadah
bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul khususnya.

Penulis ingin menggali faktor yang mempengaruhi kelambatan
pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas ini yang sudah
didukung kondisi yang cukup memadai antara lain; masyarakat sudah
memiliki kesadaran pentingnya fasilitas beribadah, pemerintah sudah memiliki
kebijakan yang bisa menjadi payung hukum, organisasi penyandang disabilitas
cukup aktif melakukan kegiatan advokasi dan juga ketersediaan tokoh agama
yang bisa menjadi sistem pendukung upaya pemenuhan hak beribadah bagi
penyandang disabilitas. Kelambatan ini menurut penulis berdampak pada tidak
meratanya pembangunan dalam konteks peribadahan bagi salah satu bagian
masyarakat yang juga warga negara Indonesia dan memiliki hak yang sama
terhadap hasil pembangunan.

Pembangunan yang secara terus menerus dilakukan oleh negara Indonesia
harus menyasar pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pembangunan
adalah proses perubahan dalam arti mewujudkan kondisi kehidupan bernegara
dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih
baik itu harus dilihat dalam keseluruhan segi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya dalam peningkatan taraf hidup



saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat
dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi
kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi
juga makhluk sosial dan makhluk politik.® Konteks pembangunan ini tentunya
tidak lepas dari Penyandang Disabilitas di Indonesia yang juga menjadi bagian
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Salah satu pembangunan yang menjadi penting adalah pembangunan
sosial yang menurut Sumarno Nugroho (1984:89) menggunakan pengertian
pembangunan sosial yang diambil dari rumusan Pre-conference Working Party
dari International Conference of Social Welfare. Dalam rumusan tersebut
pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang
berhubungan dengan relasi-relasi sosial, sistem-sistem sosial dan nilai-nilai
yang berhubungan dengan hal itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa
pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan
manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial
mereka.”” Maka dengan hal tersebut selayaknya penyandang disabilitas juga
mendapatkan pelayanan atau hak-hak sebagai warga negara pada umumnya. "

Sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia memberikan perubahan
dalam berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pengenalan otonomi daerah,

di mana pemerintah daerah tidak lagi menjadi pelaksana operasional

S Afifuddin, “Pengantar Administrasi Pembangunan”, (Bandung, 2012, Alfabeta), 42-43.

Soetomo, “Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
312-313.

"Vatthana Pholsena, A4 Liberal Model of Minority Rights for an Illiberal Multiethnic
State ? The Case of the Lao PDR ,(New York: Oxford University Press, 2005), 80-87.
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kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti
pada masa Orde Baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen
penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal. Dalam perspektif lain, seperti
diutarakan oleh Tip O’neill (1999) menyatakan bahwa “all politics is local”
yang dapat dimaknai sebagai demokrasi-ekonomi- melalui good regulatory
governance- di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan
dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi-ekonomi berakar
dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi-ekonomi lokal di tingkat
nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen dan
konfigurasi kearifan serta kesantunan demokrasi-ekonomi lokal lebih dulu
terbentuk."'

Dari kajian tersebut di atas, kebijakan responsif disabilitas akan sangat
berpengaruh terhadap aksesibilitas fasilitas publik termasuk tempat ibadah
sebagai upaya pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak dan memberikan
perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan
sebagai amanat konstitusi dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Upaya mempengaruhi managemen kebijakan yang
responsif disabilitas harus dilakukan dari level paling dasar dengan proses
mainstreaming/pemahaman disabilitas, penyusunan kebijakan dan pengawalan

implementasi kebijakan.

"Leo Agustino, “Dasar-dasar Kebijakan Publik”, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.
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Perubahan terencana perlu dilakukan oleh karena pemecahan masalahnya
seringkali tidak dapat mengandalkan proses perubahan alami. Perubahan
terencana untuk penanganan masalah sosial menjadi semakin urgen sebab
apabila penanganan masalahnya tidak segera dilakukan, mengakibatkan
terjadinya komplikasi sehingga masalahnya semakin berkembang dan lebih
sulit di atasi. Sudah tentu untuk dapat merencanakan perubahan dari kondisi
yang dianggap sebagai masalah sosial menuju kondisi yang lebih baik
dibutuhkan pemahaman tentang kondisi dan realitas masalah sosialnya
termasuk sumber penyebab masalahnya. >

Dari berbagai persoalan di atas, peneliti memiliki ketertarikan yang tinggi
untuk meneliti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memenuhi hak
beribadah penyandang disabilitas sebagai implementasi UU No. 8 Tahun 2016
tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di tingkat
lokal melalui penelitian kualitatif. Melalui tesis ini, penulis berusaha menggali
faktor yang mempengaruhi lambatnya pengakuan hak beribadah di wilayah
kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang masyarakatnya memiliki budaya kuat terkait dengan
peribadahan dan sistem pemerintahnya menempatkan kegiatan ibadah sebagai
ranah publik bukan ranah privat sebagaimana diterapkan oleh paham sekular.
Penelitian ini akan melihat dari berbagai perspektif antara lain dari kelompok
penyandang disabilitas, Pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan juga

Tokoh Agama sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan peribadahan.

2Soetomo, “Pembangunan Masyarakat” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 84-85.
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B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah antara lain:

a. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam
upaya pemenuhan hak beribadah penyandang disabilitas sebagai
implementasi UU No. 8 Tahun 2016?

b. Mengapa kebijakan tersebut di atas belum berjalan dengan baik di
lapangan?

c. Bagaimana penyandang disabilitas melihat pemenuhan hak beribadah
mereka?

d. Bagaimana perspektif tokoh agama dalam upaya pemenuhan hak

beribadah bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengkaji kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Bantul dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam
beribadah sebagai implementasi UU No. 8 Tahun 2016 di level daerah.

b. Mengkaji faktor kelambatan pemenuhan hak beribadah bagi penyandang
disabilitas.

c. Mengkaji perspektif disabilitas terhadap pemenuhan hak beribadahnya.

d. Mengkaji perspektif agama dalam upaya pemenuhan hak beribadah bagi

penyandang disabilitas.
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D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi memberikan informasi ilmiah terkait
implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak
penyandang disabilitas dalam beribadah di tingkat daerah Kabupaten Bantul.
Selain itu, pihak Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan upaya
pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas sesuai kapasitas masing
masing dan juga media yang menjadi kewenangan masing masing. Bagi
komunitas penyandang disabilitas bisa menjadi referensi jalan advokasi yang
selama ini belum dilakukan. Sementara untuk tokoh agama, bisa menjadi salah
satu motivasi meningkatkan layanan peribadahan bagi penyandang disabilitas.

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian
penerapan kebijakan khususnya terkait dengan pemenuhan hak beribadah bagi
penyandang disabilitas. Selain itu juga menambah informasi ilmiah terhadap
implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak - Hak
penyandang disabilitas dalam beribadah di tingkat daecrah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya manfaat praktis penelitian ini adalah bisa menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan upaya pemenuhan hak
beribadah bagi penyandang disabilitas sesuai kapasitas masing masing dan
juga media yang menjadi kewenangan masing masing. Bagi penyandang
disabilitas bisa menjadi referensi strategi advokasi terhadap pemerintah dan
bagi tokoh agama bisa menjadi dasar gerakan pembangunan aksesibilitas di

tempat ibadah.
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E. Landasan Teori
1. Teori Advokasi

Teori ini menjabarkan advokasi adalah sebuah pembelaan kasus
dalam sebuah peradilan. Tidak hanya pembelaan akan tetapi juga bisa
diartikan sebagai menciptakan atau melakukan sebuah perubahan.'’Maka
dari itu, advokasi bisa diartikan sebagai sebuah proses atau tindakan politis
yang dilakukan masyarakat yang terorganisir untuk mentransformasikan
hubungan kekuasaan. Dalam konteks kasus ini, advokasi dilakukan
sebagai pembelaan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan
hak-haknya terutama hak beribadah. Maka tidak heran jika advokasi ini
banyak dilakukan oleh masyarakat yang terorganisir atau oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat yang memang konsen pada kasus ini, terutama
dalam pemenuhan hak beribadah bagi kaum disabilitas di wilayah
Bantul.'* Karena tujuan dari advokasi adalah supaya adanya perubahan
kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini merupakan
sebuah proses demokrasi yang berjalan dengan baik karena warga
negaranya memiliki partisipasi untuk mengawasi dan melindungi
kepentingan mereka terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Dan advokasi ini berlandaskan pada sebuah asumsi perubahan di dalam
struktur masyarakat menuju kemajuan yang semakin membaik dalam

merespon kebijakan pemerintah. Maka bentuk advokasi ini perlu

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Bandung: Refika Aditama, 2007), 7.

"“BKPH Lampung, Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan
Pembangunan (Bandung: Alumni, 1997), 176.
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dilakukan supaya bisa merespon kebijakan pemerintah terkait dengan
peraturan hukum yang dibuat untuk memenuhi hak kaum disabilitas.
Karena dengan advokasi ini akan membawa pada kemajuan di dalam
masyarakat dengan memahami dan menghayati sebuah kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah.15

Advokasi memiliki tiga aspek yang saling memiliki keterkaitan
seperti aspek dalam perumusan aturan hukum, aspek dalam menjaga
aturan tersebut harus ditaati, dan aspek Pendidikan kepada masyarakat
supaya aturan tersebut bisa di hayati. Hal ini tentunya sesuai dengan
peraturan hukum yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak kaum
disabilitas terutama dalam hal ibadah. Peraturan tersebut tercantum dalam
Undang-Undang No. 8 tahun 2016 dan perda Kab. Bantul No. 11 Tahun
2015 dan perubahanya No.3 tahun 2021. Maka Advokasi ini perlu untuk
dilakukan, karena hal ini menyangkut adanya perda tersebut karena
perumusan hukum yang harus ditaati dan dihayati oleh masyarakat Bantul
terutama dalam memahami hak beribadah bagi kaum disabilitas. Seperti
halnya yang dijelaskan diatas, maka advokasi perlu dilakukan supaya
peraturan tersebut bisa berjalan dan dipahami oleh masyarakat di Bantul.
Tentunya akan berimbas pada pemenuhan hak-hak dari penyandang

disabilitas terutama dalam beribadah. Pemenuhan itu sudah sesuai dengan

33.

"Roem Topatimasang, Mengubah Kebijakan Publik (Yogyakarta: INSISt Press,2005),
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peraturan-peraturan yang sudah dirumuskan dan hal tersebut tentunya
harus ditaati dan dipahami dilapisan masyarakat. 6

Penjelasan di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan Sharma
mengenai advokasi yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu
maupun masyarakat yang berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap
pengambilan kebijakan supaya dapat mempertimbangkan partisipasi
masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.'’Selain
itu, advokasi juga dilakukan supaya dapat mempengaruhi penguasa terkait
dengan sebuah permasalahan yang berhubungan masyarakat yang
terpinggirkan dari proses politik.18 Maka teori ini penting untuk melihat
bagaimana masyarakat melakukan advokasi terhadap kebijakan
pemerintah dalam pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas
berdasarkan UU No.8 Tahun 2016 dan Perda Bantul No.3 Tahun 2021.

2. Teori Agensi

Secara harfiah kata Agensi berasal dari Bahasa Inggris agency yang
artinya Individu, maksudnya adalah merupakan sebuah agen bagi dirinya
sendiri dalam mengambil sebuah tindakan dalam dunia sosial melalui
kesadaranya. Karena setiap manusia ini memiliki banyak pengetahuan dan
kemampuan yang dapat mereka pahami dalam melakukan tindakannya

sendiri. Jadi mereka bukanlah seorang yang menjadi penopang hubungan-

'®Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Bandung: CV. Mandar Maju,2009), 7.

"Sharma R Ritu, 4n Introduction to Advocacy, Training Guide, Support for Analysis and
Research in Africa (SARA).

8V Miller, J Covey, Advocacy Sourcebook : Frameworks for Plannin, Action and
Reflection, Boston: Institute for Development Research.
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hubungan sosial belaka. Akan tetapi mereka merupakan seseorang atau
para actor yang terampil dan memiliki pengetahuan mengenai dunia yang
mereka tekuni.'” Maka bisa diartikan setiap manusia dalam bermasyarakat
dapat menjadi seorang agen yang memiliki peranan dalam memenuhi
kebutuhan kehidupan sehari-harinya yang sesuai dengan status dan peran
masing-masing. Maka tidak heran jika penyandang disabilitas ini
merupakan agen sosial yang memiliki peranan penting dalam memenuhi
kebutuhan sehari-harinya termasuk kebutuhan akan pemenuhan hak
beribadah bagi mereka.

Pada posisi ini Giddens juga menjabarkan bahwasanya agen-agen ini
akan membentuk sebuah struktur di masyarakat. Maka agen dan struktur
ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan agen dan struktur
merupakan sebuah kumpulan fenomena yang tidak bisa berdiri sendiri atau
sering disebut dengan dualitas. Pemikiran Giddens ini penting untuk
dipahami supaya terhindar dari kecenderungan teori sosial yang
mengutamakan subyektifitas dan obyektifitas. Karena hubungan antara
agen dan struktur atau hubungan pelaku dengan struktur melalui aturan
dan sumber daya. Struktur terkadang mengekang dan membatasi, selain itu
struktur juga terkadang memberdayakan. Maka tidak heran jika hubungan
antara pelaku dan struktur ini tidak dapat dipisahkan. Dan struktur yang

merupakan aturan dan sumberdaya ini terbentuk dan membentuk

Sosial

Kumala Sari Putri dkk. Teori Integratif Teori Anthony Giddens: Manusia Sebagai Agen
Dan Struktur Sosial

(https://www.academia.edu/44462762/TEORI_INTEGRATIF TEORI _ANTHONY_GIDDENS _

MANUSIA_SEBAGAI_AGEN diakses pada Tanggal 30 Juni 2022)
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perulangan praktek sosial. Maka dengan adanya ruang dan waktu membuat
individu akan melakukan Tindakan dan pengorganisasian masyarakat.*
Pembahasan di atas telah menjelaskan terkait dengan struktur yaitu
sebuah aturan yang dijadikan pedoman agen untuk menjalankan kehidupan
sosial. Aturan itu biasanya dibuat tertulis dalam bentuk hukum atau aturan
dalam birokrasi. Maka aturan tersebut dapat direproduksi oleh agen dalam
suatu masyarakat. Selain itu juga dapat diubah melalui pola baru dalam
suatu interaksi dalam masyarakat. Kemudian struktur merupakan sebuah
sumberdaya yang dapat diubah dan dipertahankan oleh agen. Maka
sumberdaya dapat digunakan oleh yang lainya karena memiliki
ketrampilan dan keahlian, dan pengetahuan untuk membuat orang lain
menuruti keinginannya.21 Pada kasus ini sebuah aturan terkait dengan
pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam sebuah aturan
dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan Perda Bantul No.3 Tahun 2021,
memberikan peluang kepada agen untuk melakukan praktek sosial. Yaitu
dengan keahlianya agen dapat mengontrol atau berinteraksi untuk dapat
mengimplementasikan aturan-aturan yang tertulis tersebut supaya segera di
implementasikan di masyarakat. Karena praktek sosial merupakan sebuah
kegiatan sehari hari yang dilakukan oleh masyarakat. Jika pemenuhan hak
beribadah bagi penyandang disabilitas tersebut segera direalisasikan di

masyarakat, peranan masyarakat yang konsen dalam isu tersebut (agen)

2B, Herry Priyono, Anthony Giddens : Suatu pengantar (Jakarta: Gramedia,2003), 19-20.

*! Anthony Giddens, Constitution of Society (Outline of the Theory of Structuration) (LA:
University of California Press), 30-60.
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mampu untuk mengontrol aturan (struktur) yang sudah dibuat dan
diimplementasikan sebagai pola interaksi sosial. Selain itu peranan agensi
pemerintah daerah juga sudah berhasil mempengaruhi sistem di
wilayahnya untuk bergerak.
3. Teori Negosiasi
Menurut Hartman, negosiasi merupakan sebuah proses komunikasi
antara dua pihak yang memiliki tujuan dan sudut pandang masing-masing,
akan tetapi dalam proses komunikasi tersebut berusaha untuk mencapai
sebuah kesepakatan Bersama atau win-win solution. Karena tujuan dari
negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak
memberatkan antara kedua belah pihak. Mereka puas dengan kesepakatan
yang hadir dari proses komunikasi antara kedua belah pihak yang
bersengketa. Keduanya ini tentu harus mencari kesepakatan yang adil
melalui fakta-fakta yang nyata dan akurat. Maka dengan hal tersebut
argumen Ketika bernegosiasi tidak lepas dari fakta-fakta yang ada.*
Selain itu orang yang menjembatani komunikasi anatara kedua belah pihak
yang mengharapkan kesepakatan yang adil dan dapat menyelesaikan
permasalah sesuai dengan harapan dinamakan dengan negosiator.”
Proses negosiasi ini akan memberikan tujuan dalam pesan kominikasi

persuasifnya, pertama membentuk sebuah tanggapan, kemudian

memperkuatnya, dan terakhir mengubah tanggapan. Tentunya hal tersebut

2 Eva Julieta Tamba dan Salman Hasibuan, Negosiasi, (Makalah, Magister Ilmu
Komunikasi Universitas Sumatera Utara 2015), 3-5.

»Roy J. Lewicki dkk, Negosiasi.( Jakarta: Salemba Humanika, 2015),7.
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harus disesuakan dengan gagasan yang mendasar suapaya tanggapan
tersebut bisa akurat dan tepat sasaran. Seperti yang dikatakan oleh Miller
terkait dengan komunikasi yaitu mentransmisikan suatu sumber pesan
kepada penerima pesan secara sadar supaya dapat mempengaruhi orang
lain.**

Dalam memberikan pemenuhan hak ibadah bagi penyandang
disabilitas ini tentunya harus ada negosiasi antara pemerintah, masyarakat
dengan lebih spesifik kelompok pemuka agama sebagai pengelola tempat
ibadah juga memiliki kontrol lebih besar terahdap kegiatan peribadahan
dan penyandang disabilitas sendiri sebagai kelompok yang memiliki
kepentingan. Saat ini peraturan mengenai pemenuhan hak beribadah belum
berjalan secara maksimal sehingga penyandang disabilitas masih
mengalami hambatan dalam mengakses layanan tempat ibadah. Maka
harus ada proses negosiasi yang dimunculkan supaya semuannya puas
untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Karena prisip dari negosiasi adalah
mencari kesepakatan, win-win solution, dan berusaha untuk menyelesaikan
kepentingan kepada mereka yang bertentangan. Hal ini dilakukan supaya
segala apa yang diuapayakan segera terselesaikan dengan baik.”

Peneliti menganggap konteks persoalan pemenuhan hak beribadah
bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bantul memerlukan proses

negosiasi. Hal ini berdasarkan fakta bahwa terdapat berbagai simpul yang

**Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
1984), 5.

> Cristian F. Guwai, Negotiation For Retail Business (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo,2013), 28.
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harus disambungkan satu sama lain sehingga aturan yang sudah ada,
kebutuhan beribadah penyandang disabilitas serta keterbukan pemuka
agama dalam menghadirkan layanan ibadah yang ramah bisa terwujud.
Hal ini juga berlaku pada upaya implementasi UU No.8 Tahun 2016 dan
Perda No.3 tahun 2021 terkait pemenuhan hak beribadah bagi penyandang
disabilitas secara menyeluruh dan berkeadilan yang saat ini belum
terealisasikan. Akhirnyanegosiasi menjadi salah satu proses yang bisa
dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik terutama bagi
penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak untuk beribadah.? Salah
satu upaya yang bisa dilakukan adalam mempertemukan berbagai pihak
yang memiliki kepentingan seperti pemerintah, kelompok penyandang
disabilitas dan kelompok pemuka agama untuk melakukan proses
negosiasi sehingga pemenuhan hak beribadah ini bisa terwujud. Proses
negosiasi ini juga bisa dilakukan untuk mendapatkan win-win solution bagi
semua pihak dan sehingga merasa puas akan hasil yang didapatkan dari

hasil negosiasi.

F. Kajian Pustaka
Untuk memperkuat kajian dalam penelitian ini, peneliti berupaya
melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki

keterkaitan atau kesamaan topik dengan masalah yang diangkat dalam

26Ibid, Roy J. Lewicki dkk, Negosiasi.( Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 7.
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penelitian ini sebagai bahan pembanding atau rujukan dalam penulisan Tesis
ini, antara lain:

Pertama, Abdullah Fikri, Resensi Buku (Ramah Difabel) dalam yang
mengulas isi buku tentang Fiqih Difabel yang ditulis oleh Ro’fah dkk. Kedua,
M. Khoirul Hadi, Figih Disabilitas: Studi tentang Hukum Islam Berbasis
Mashlahah, STAIN Jember. Kajian ini mengulas bahwa sebenarnya kajian
disabilitas telah sejak lama dikaji dalam hukum figih Islam. Ketiga penelitian
yang dilakukan oleh Arif Maftuhin tentang Aksesibilitas Ibadah bagi
penyandang disabilitas, penelitian ini membahas aksesibilitas di 4 masjid besar
di Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa sebagian besar masjid besar di
Yogyakarta belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, sementara salah satu
masjid yang sudah melakukan upaya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
adalah masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua, artikel dari Fricy Ndaumanu dengan judul “Hak Penyandang
Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah
Daerah” dalam Jurnal HAM Vol.11 No.l April 2020. Dalam penelitiannya
ini, ia meneliti di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT.
Penelitian ini ingin melihat implementasi yang dilakukan pemerintah daerah
dalam merespon Undang-Undang No.8 Tahun 2016 di wilayah tersebut. Hasil
dari penelitiannya ini menjelaskan bahwasanya belum maksimalnya
implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 diwilayah tersebut. Masih
banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan perlindungan,

penghormatan dan keadilan untuk mendapatkan haknya. Salah satu faktornya

22



adalah belum adanya regulasi dari pemerintah daerah untuk mengatur secara
rinci dan komprehensif. Penelitian ini memberikan informasi kepada peneliti
bahwasanya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 belum banyak direspon
dengan serius disetiap daerah. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti
adalah, peneliti akan lebih mengerucuktkan pada implementasi Undang-
Undang No.8 Tahun 2016 dalam hal hak beribadah penyandang disabilitas.
Jadi penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengerucutan pembahasan
dalam Undang-Undang tersebut terkait dengan hak beribadah penyandang
disabilitas khususnya di Kabupaten Bantul.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Tiwi Pramesty yang berjudul
“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
disabilitas Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di bank Amartha Cabang
Kalianda Selatan)”, skripsi dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung 2020. Penelitian ingin menjelaskan mengenai
implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dari cara pandang hukum
Islam. Hal ini akan memberikan informasi dalam penelitian ini, karena
penelitian terfokus pada mengimplementasikan Undang-Undang tersebut
dalam hal pemenuhan Hak beribadah bagi penyandang disabilitas khususnya
di Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut merupakan informasi penting
bagaimana hukum Islam menjelaskan para penyandang disabilita dalam
memenuhi haknya. Dengan kacamata Islam penelitian tersebut menjelaskan
terkait dengan ukhuwah insaniyah yaitu sebagai penghormatan sesame

makhluk Tuhan. Ini menjadi sangat penting dalam melihat implementasi
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam kaca mata hukum Islam.
Penelitian ini nantinya akan cukup membantu peneliti dalam melihat hak-hak
beribadah penyandang disabilitas dilihat dari hukum Islam.

Keempat, Penelitian dari Nur Paikah dengan Judul “Implementasi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di
Kabupaten Bone”. Diterbitkan Ekspose Vol. 16 NO.1 Januari-Juni 2017. Nur
Paikah meneliti terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun
2016 mengenai penyandang disalitas di Kabupaten Bone dalam mendapatkan
perlindungan dan pemenuhan haknya. Temuan yang ia temukan dalam
penelitian ini belum maksimalnya pemerintah dalam merespon Undang-
Undang tersebut. Hal tersebut berakibat pada penyandang disabilitas di
Kabupaten Bone yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan
haknya. Kemudian dimasyarakat, para penyandang disabilitas juga masih
mendapatkan perlakuan diskriminatif. Selain itu masalah yang dialami adalah
kurangnya SDM yang memadai dalam mengurusi pemerintah yang berakibat
pada tidak ada lembaga khusus yang mengurusi hal tersebut. Sehingga tidak
ada dorongan baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk membuat
kebijakan publik dalam merespon Undang-Undang Tersebut. Penelitan
tersebut memberikan informasi penting mengenai permasalahan yang ada di
lingkungan masyarakat mengenai Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tidak
berjalan secara maksimal di Kabupaten Bone. Tentunya ini akan menjadi

informasi untuk membaca permasalahan dalam lingkunagan masyarakat
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Bantul dalam merespon Undang-Undang tersebut. Hal ini penting sebagai
pijakan penelitian ini dalam melihat faktor dan upaya yang harus dilakukan
nantinya supaya bisa mengimplementasikan Undang-Undang No.8 Tahun
2016 dengan maksimal disetiap daerah.

Kelima, Penelitian dari Husni Khuluqi yang berjudul “Hak Anak
Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 2016 Tentang
Disabilitas dan Hukum Islam)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun 2017. Pada penelitian ini, Husnil ingin melihat Hak anak
disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 dilihat dalam
perspektif hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan mengenai hukum figih dan
ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hak anak disabilitas. Penelitian ini
memberikan gambaran bahwasanya hukum Islam juga mengatur terkait
dengan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam penelitian tersebut tentunya
akan memberikan informasi terkait dengan kaidah hukum Islam dalam
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini menjadi penting karena penelitian
yang akan dilakukan menyangkut dengan penelitian terkait dengan hak
pemenuhan ibadah bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bantul.
Tentunya akan memberikan data dan informasi terkait pandangan hukum
Islam dalam menjelaskan hak-hak beribadah bagi penyandang disabilitas. Dan
penelitian tersebut akan membantu penelitian ini supaya penelitian ini mampu
untuk menjawab dan menjelaskan bahwasanya para penyandang disabilitas

juga bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan hukum Islam.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian dapat dimaknai sebagai sebuah cara ilmiah untuk
menemukan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,
dan dibuktikan sehingga dapat digunakan sebagai referensi yang berkontribusi

untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk memecahkan masalah.

H. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang
berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi
obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah
instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih

menekankan pada makna dan generalisasi. Pada dasarnya peneliti kualitatif

tertarik pada pemahaman makna yang dibangun oleh manusia, yaitu

bagaimana manusia memahami dunianya dan juga pengalaman mereka di

dunia.?’

Penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada kajian dokumen
dan tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial
(lapangan).

Kajian dokumen yang dimaksud adalah telaah dokumen Figih Penguatan

Penyandang Disabilitas dan dokumen UU No. 8 tahun 2016 tentang

*’Sharan B. Meriam, Qualitative Research: a guide to design and implementation: USA,
2009, 13.
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Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas serta Perda
Kabupaten Bantul No.3 Tahun 2021 perubahan dari Perda No 11 tahun 2015
tentang Pemenuhan Hak-Hak penyandang Disabilitas. Sementara temuan
Lapangan dalam hal ini adalah masyarakat penyandang disabilitas yang
mengakses layanan tempat beribadah, para pihak seperti PCNU dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan pelaksana teksnis
produk hukum.

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan sumber
primer berupa kajian dokumen, wawancara secara langsung pada pemangku
kepentingan seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Masyarakat
Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul dan observasi partisipatif yang
dilakukan oleh peneliti di tempat tempat ibadah yang berkaitan dengan

Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Bantul seperti masjid dan mushola.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2021 hingga Maret
2022 di wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan konteks penelitian. Adapun
lokasi penelitian melingkupi beberapa pihak, Dinas atau Instansi terkait seperti
Bappeda Kabupaten Bantul Bagian Kesra Kabupaten Bantul, Kemenag Bantul,
Kesbangpol Bantul, pemuka agama, pimpinan organisasi masyarakat berbasis

agama, komunitas penyandang disabilitas dan juga tokoh agama.
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J. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini merupakan pihak pihak dari berbagai instansi
yang menjadi target narasumber penelitian dan juga kajian kebijakan serta
sumber lain seperti data yang bisa diakses melalui internet.

Penulis melakukan wawancara pada 3 kelompok sasaran berjumlah 16
orang yaitu § orang dari unsur pemerintah, 5 orang tokoh agama dan juga 4
orang aktivis dari penyandang disabilitas. Adapun pemangku kepentingan di
Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain; Sekretaris Bappeda, bagian Humas
Kemenag Kabupaten Bantul, Dinas Perijinan, Dinas PU, Dinas Sosial dan
Bidang Kesra Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti melakukan wawancara
pada perwakilan kelompok masyarakat penyandang disabilitas di wilayah
Kabupaten Bantul; disabilitas daksa dan netra dan juga Tokoh Agama dari
berbagai agama di Kabupaten Bantul untuk menggali kebijakan yang
berkaitan dengan kegiatan keagamaan bagi penyandang disabilitas. Adapun
Tokoh Agama yang menjadi subjek Peneclitian adalah dari PCNU Kabupaten
Bantul, Pimpinan GKJ Bantul, Tokoh Agama Budha dan tokoh agama Hindu.

Penulis juga melakukan pengamatan di beberapa Masjid yang menjadi
aset pemerintah Kabupaten Bantul seperti Masjid Agung Manunggal Bantul,
Masjid Jamasba Kompleks Kantor Bupati Bantul untuk melihat apakah ada
upaya pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang
menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu peneliti juga akan melakukan
pengamatan di sejumlah tempat ibadah agama Kristen Katolik, Kristen

Protestan, Hindu dan Budha yang ada di wilayah Kabupaten Bantul..
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Sementara itu penulis juga mengkaji dokumen Perda no 3 tahun 2021 dan juga

UU no 8 tahun 2016.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab
Pembahasan yang secara lebih detil akan dijelaskan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Merupakan penggambaran secara umum mengenai latar belakang
penelitian ini dilakukan, apa saja yang menjadi fokus penelitian ini, tujuan
pelaksanaan penelitian ini, signifikansi dari penelitian ini, landasan teori
yang digunakan, dan juga metode pengumpulan data; subjek penelitian,
berapa lama penelitian dilakukan dan juga teknis analisa data yang dilakukan.
BAB II Pemerintah Kabupaten Bantul dan Upaya Pemenuhan Hak
Beribadah Bagi Penyandang Disabilitas.

Pada bab ini, penulis menjelaskan temuan penelitian dari segi kondisi
kebijakan di Kabupaten Bantul sekaligus memaparkan hasil penelitian
mengenai perspektif pemerintah dalam upaya pemenuhan hak beribadah bagi
penyandang disabilitas di kabupaten Bantul.

BAB III Pemenuhan Hak Beribadah dalam Perspektif Penyandang
Disabilitas
Penulis dalam bab ini berusaha memaparkan hasil penelitian mengenai

pandangan penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak beribadah
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termasuk alasan issue ini tidak menjadi issue prioritas dalam kegiatan
advokasi yang dilakukan.
BAB IV Pemenuhan Hak Beribadah Bagi Penyandang Disabilitas dalam
Perspektif Tokoh Agama

Penulis dalam bab ini memaparkan hasil penelitian terkait pandangan
tokoh agama terkait pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas
termasuk pembahasan issue pemenuhan hak beribadah bagi penyandang
disabilitas ini dalam forum-forum keagamaan yang mereka ikuti. Bab ini
juga menjelaskan bagaimana mekanisme komunikasi dan strategi
implementasi Peraturan Daerah dalam hal ini khususnya pemenuhan hak
beribadah bagi penyandang disabilitas dilakukan, disinergikan antara
pemerintah, tokoh agama dan penyandang disabilitas itu sendiri.
BAB V Penutup

Merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan Tesis,

dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki Peraturan Daerah yang

mengatur pemenuhan hak beribadah Bagi Penyandang Disabilitas,
artinya sudah ada payung hukum yang mengikat baik untuk pemerintah
maupun masyarakat untuk memenuhi hak beribadah bagi Penyandang
Disabilitas. Adanya Perda no 3 tahun 2021 menjadi peluang bagi banyak
pihak untuk melakukan advokasi untuk emndorong pemenuhan hak

beribadah bagi penyandang disabilitas

2. Tersedia daya dukung dari tokoh agama, penyandang disabilitas dan

pengelola tempat ibadah untuk memenuhi hak beribadah penyandang

disabilitas.

3. Peluang-peluang yang ada dari sisi pemerintah, penyandang disabilitas dan

tokoh agama merupakan simpul yang belum terkait satu sama lain.
Untuk itu mengaitkan satu simpul dengan simpul yang lainnya menjadi
solusi perwujudan pemenuhan hak beribadah bagi penyandang

disabilitas.

4. praktek baik pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas di 3

tempat ibadah hasil penelitian bisa menjadi awal yang baik advokasi

pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas. Praktek baik
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B. Saran

tersebut bisa direplikasi di banyak tempat sehingga inklusifitas tempat

ibadah bukan lagi sekedar ilusi.

1. Untuk Penulis

Menyampaikan hasil penelitian pada pihak pihak yang terlibat dalam
proses penelitian sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang
akdemisi.

Proses penelitian ini menjadi pelajaran untuk memperbaiki kualitas
penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Menjadikan hasil penelitian sebagai bahan advokasi pada
pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk mendorong
pemenuhan hak beribadah bagi penyandang disabilitas khususnya
menuju kabupaten Bantul yang lebih ramah bagi penyandang

disabilitas.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Mengkoordinasikan upaya pemenuhan hak beribadah bagi
Penyandang Disabilitas bersama pihak terkait lainnya seperti Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat

Mensosialisasikan Perda no 3 tahun 2021 secara massiv ke berbagai
lini masyarakat untuk mempercepat implementasi Perda dan secara

nyata berdampak positiv pada pemenuhan hak penyandang
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disabilitas sebagai kewajiban Pemerintah Daerah termasuk
pemenuhan hak beribadah.

Membuat surat edaran untuk memberikan instruksi pada pengelola
tempat ibadah dan juga instansi yang memiliki kewenangan terkait
peribadahan untuk menyediakan kebutuhan khusus penyandang
disabilitas dalam melaksanakan ibadah.

Melakukan perencanaan secara matang strategi implementasi Perda
dan juga skema monitoring dan evaluasi impelementasi Perda
tersebut.

Membuat roadmap Kabupaten Inklusi yang di dalamnya memuat
skema pemenuhan hak beribadah bagi Penyandang Disabilitas.
Melakukan mainstreaming disabilitas pada pihak-pihak terkait yan
berkepentingan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas

termasuk hak beribadah.

3. Untuk Tokoh Agama dan Organisasi Keagamaan

a.

Mendorong pemenuhan hak beribadah melalui dakwah ataupun
kajian keagamaan

Mendorong upaya pemenuhan kebutuhan khusus penyandang
disabilitas dalam beribadah

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah
dalam upaya pemenuhan hak beribdah bagi penyandang disabilitas
Melakukan diskusi keagamaan terkait dengan pemenuhan hak

beribadah bagi penyandang disabilitas
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4. Untuk Penyandang Disabilitas dan Organisasi yang bergerak dalam
isu disabilitas.
a. Melakukan advokasi berdasarkan peraturan yang sudah ada
b. Melakukan pengawalan implementasi Perda khususnya dalam
pemenuhan hak beribadah dengan audit sosial mandiri di tempat
tempat ibadah dan dilaporkan pada pihak terkait.
c. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait khususnya yang
memiliki concern dalam kegiatan keagamaan untuk mendorong
aksesibilitas tempat beribaadah sehingga hak beribadah penyandang

disabilitas bisa terpenuhi.
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